Mercusuar, 13 Juli 2011

[image: image1.jpg]Lambat Dlpertangung)awabkan,
Hibah Dihentikan

PALU, MERCUSUAR - Pemberian bantuan Hibah
kepada beberapa organisasi seperti BKPRS, PKK, KONI,
kapet BATUI/Lapas serta LPTQ tahun 2010 yang lalu
mengalami keterlambatan penyampaian laporan
pertanggungjawaban sebesar Rp4 Miliar kebih.

Kepala BPK RI Perwakilan Sulteng, Dadang Gunawan
mengatakan bagi organisasi yang tidak segera mem-
pertanggungjawabkan penggunaan dana hibah tepat
waktu sebaiknya jangan diberikan lagi dana hibah
tersebut.

Sebab sebelum hibah itu diberikan kata dia, setiap
organisasi penerima telah menandatangani kesepaka-
tan yang isinya diantaranya akan mempertanggung-
jawabakan penggunaan hibah tepat waktu.

Tapi kenyataan yang ada pemberian hibah kepada
beberapa organisasi tahun 2010 sebesar Rp10 Miliar
lebih, mengalami keterlambatan penyampaian laporan
pertanggungjawaban sebesar Rp4 Miliar lebih.

Sanksidengan tidak memberikan hibah kepada orga-
nisasi yang mengalamai keterlambatan penyampaian
laporan pertangungjawaban memang sudah sangat
tepat. Sayangnya dengan berbagai dalih oleh pimpinan,
hibah it masih juga dinberikan. Padahal hal ini yang
terus menjadi temuan berulang BPK setiap tahunnya.

Olehnya itu Dadang meminta agar pemberian dan
pertanggungjawaban belanja hibah ditertibkan sesuai
peraturan'yang berkku,

Terpisah, anggota Komisi IV DPRD Provinsi (Deprov)
Sulteng, Mustar Labolo, menyatakan persetujuannya
pemberian sanksi pada penerima bantuan atau hibah
yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban
sebagaimana aturan yang berlaku.

“Saya setuju jika tahun berikutnya tidak lagi
diprioritaskan untuk dibantu. Namun sebelum itu,
sebaiknya Biro Keuangan juga melakukan pembinaan
dan penjelasan pada penerima bantuan bagaimana
caranya membuat laporan. Jika perlu sudah ada
formatnya dan penerima bantuan tinggal mengisinya.
Biro Keuangan juga harus tegas soal batas waktu
penyampaian laporan dan itu disampaikan saat
bantuan cair’ kata Mustar. Tin/tmu










